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ABSTRAK 

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, 

memeriksa, dan memutus perkara. Tugas Hakim tidak hanya mempertimbangkan 

kepentingan hukum saja, melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan 

masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum, dan memiliki nilai moral. 

Dalam sistem hukum di Indonesia selain hakim yang mengadili suatu perkara ada 

beberapa pejabat lain yang menangani dan mengadili suatu perkara, seperti aparat 

kepolisian selaku penyidik, dan aparat kejaksaan selaku penuntut umum. Dalam 

menjalankan tugasnya tentu saja aparat-aparat penegak keadilan menemukan 

kendala. Dalam hal ini Hakim memiliki peran penting untuk memutuskan perkara, 

demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana jauh di bawah tuntutan Penuntut Umum berdasarkan putusan nomor 

365/Pid.Sus/2018/PN.Smn. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reserch) dengan 

pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan penyusun 

adalah deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan penyusun dengan studi 

pustaka. Teori yang digunakan penyusun untuk menganalisis adalah teori 

kekuasaan kehakiman, teori penegakan hukum, teori dasar pertimbangan hakim 

dan teori keadilan. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Hakim menimbang dari dua kategori 

yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Berdasarkan putusan nomor 

365/Pid.Sus/2018/PN.Smn Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa 

sudah sesuai dengan Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, putusan ini juga telah sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian 

hukum. 

 

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Penuntut Umum, Prostitusi, Mucikari.  
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ABSTRACT 

Judges are state justice officials who are authorized to receive, examine 

and decide cases. The task of the Judge is not only to consider the legal interests, 

but also to consider the sense of justice of the community so as to realize legal 

certainty and moral values. In the legal system in Indonesia, besides judges who 

try a case, there are several other officials who handle and try a case, such as the 

police as an investigator, and the prosecutor's office as a public prosecutor. In 

carrying out their duties, of course, justice enforcement officers encounter 

obstacles. In this case the Judge has an important role to decide the case, for the 

realization of the Republic of Indonesia State Law. This study aims to find out 

how the judge's judgment in imposing criminal sanctions is far below the demands 

of the Public Prosecutor based on decision number 365 / Pid.Sus / 2018 / PN.Smn. 

This type of research is library research (library research) with a normative 

juridical approach. The data analysis method used by the composer is descriptive 

analytic. Data was collected by the compiler with a literature study. The theory 

used by the compiler to analyze is the theory of judicial power, law enforcement 

theory, the basic theory of judges' consideration and the theory of justice. 

The results of the study explained that the Judges considered two 

categories, namely juridical and non-juridical considerations or what is often 

called sociological. Based on decision number 365 / Pid.Sus / 2018 / PN.Smn the 

judge in imposing sanctions on the defendant was in accordance with Law No.48 

of 2009 concerning Judicial Power, and was in accordance with the value of 

justice and legal certainty. 

 

Keywords: Judge Considerations, Public Prosecutors, Prostitution, Pimps.
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MOTTO 

 

“jangan pernah takut dengan hal yang belum terjadi” – Jung Taeul  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwewenang untuk 

menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. 

Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, 

yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.
1
 Tugas Hakim 

sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum 

saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga 

mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya 

kepastian hukum.   Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat 

untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya 

tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim 

tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-

fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum 

yang jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. Asas 

Legalitas merupakan salah satu asas yang sangat mendasar dalam hukum 

                                                             
1
 Sudikno Mertokusumo, 2007, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, dalam Antonius 

Sudirman, Ed. , 2007, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 78. 

 

 



2 

 
 

Indinesia.
2
   Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam 

arti harus tercermin keadilan dalam putusan perkara yang sedang 

ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap  

tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan 

hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak 

hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.
3
 

Menurut Pasal 4 Kode Etik Profesi Hakim, hakim dalam persidangan 

harus memperhatikan asas-asas peradilan dengan tujuan, agar putusan 

dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau 

pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip, selain itu hakim juga tidak 

dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati 

kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah 

laku.  

Perkembangan teknologi komunikasi memberikan pengaruh positif 

bagi masyarakat di Indonesia diantaranya kemudahan dalam bertukar dan 

mendapatkan informasi, serta melakukan pekerjaan. Namun selain 

memberikan pengaruh yang positif perkembangan teknologi saat ini juga 

memberikan dampak negativ. Salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi 

yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang lebih 

dikenal dengan prostitusi online. Manusia telah menukar uang dan barang 

                                                             
2
 KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat (1). 

 
3
 Rohman Ari, “Analisis Hukum Mengenai Putusan Hakim Pidana Dibawah Tuntutan 

Jaksa Penuntut umum Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman”, Makalah Universitas UNIKOM, hlm 64. 



3 

 

 
 

dengan hubungan seksual selama ribuan tahun. Sejak konsep pertukaran itu 

mulai dikenal, pada masa itulah prostitusi mulai muncul. Profesi ini 

diperkirakan sudah ada sejak dimulainya awal tahun masehi bahkan jauh 

sebelum itu
4
. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan norma 

kesusilaan atau moral dan melawan hukum, praktik prostitusi merupakan 

bentuk penyimpangan sosial, peristiwa penjualan diri dengan memperjual 

belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk 

memuaskan nafsu – nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran, ini sangat 

bertentangan dengan nilai moral yang berlaku pada masyarakat indonesia
5
.  

Kabupaten Sleman sebagai daerah yang memiliki jumlah pelanggan 

PSK dalam praktik prostitusi online terbanyak ketiga setelah Kota 

Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo membuat resah masyarakat. 

Menurut data dari Polda DIY melalui website Republika pada akhir Tahun 

2016, diketahui sekitar 87 orang laki-laki yang menjadi pelanggan PSK. 

Bukan hanya itu, Kabupaten Sleman juga memiliki presentase tertinggi 

ketiga setelah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo yang memiliki 

perempuan PSK pengidap penyakit HIV/AIDS. Sekitar 179 orang 

perempuan PSK yang mengidap penyakit HIV/AIDS akibat terinfeksi oleh 

pelanggan saat mereka melayaninya. Dengan adanya data tersebut kemudian 

pemerintah dan Polda DIY mengantisipasi penyebaran virus HIV/AIDS ini 

dengan beragam strategi, salah satunya dengan adanya operasi dadakan pada 

                                                             
4
 http://instagram.com/infia_fact/ diakses pada tanggal (15 Juli 2020 pukul 23.20 WITA)   

 
5
 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers. 1981) hlm 200-201  

http://instagram.com/infia_fact/


4 

 

 
 

tempat penginapan yang ada di daerah Provinsi Yogyakarta, khususnya 

Kabupaten Sleman
6
. 

 Dalam sistem hukum di Indonesia selain hakim yang mengadili 

suatu perkara ada beberapa pejabat lain yang menangani dan mengadili 

suatu perkara, seperti aparat kepolisian selaku penyidik, dan aparat 

kejaksaan selaku penuntut umum. Dalam menjalankan tugasnya tentu saja 

aparat-aparat penegak keadilan menemukan kendala. Dalam hal ini menurut 

putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.SMN terhadap tindak pidana 

prostitusi online yang terjadi di Kabupaten Sleman, hakim memutuskan 

perkara jauh dibawah tuntutan penuntut umum. Hal ini terjadi karena 

penuntut umum memberikan Tuntutan dengan Pasal yang berbeda dengan 

fakta dan bukti yang dilakukan oleh terdakwa. 

Dalam putusan ini, penuntut umum memberikan tuntutan kepada 

terdakwa yaitu dengan Pasal 12 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan ancaman 

hukuman penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa 

berada di dalam tahanan, dan denda sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus 

dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Sedangkan dalam 

putusan ini, hakim menjatuhkan putusan yaitu 1 tahun penjara. Karena 

menurut fakta-fakta dalam persidangan terdakwa bukan melanggar Pasal 12 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak 

                                                             
6
 http://m.republika.co.id/ “Jumlah Pelanggan PSK di Yogyakarta Tertinggi, diakses pada 

tanggal (16 Juli 2020 pukul 00:42 WITA)    

http://m.republika.co.id/


5 

 

 
 

pidana perdagangan orang, melainkan terdakwa melanggar Pasal 296 KUHP 

tentang mucikari. Unsur-unsur pidana dalam Pasal pemberantasan tindak 

pidana perdagangan orang tidak terpenuhi. Dalam persidangan terdakwa 

juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang initinya berisikan bahwa 

terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah, serta terdakwa mengakui 

bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan perdagangan orang, 

melainkan terdakwa hanya menjadi mediator wanita yang ingin mencari 

pelanggan.  

Perbedaan dari Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 

dengan Pasal 296 KUHP terdapat dalam hal memaksa atau pemaksaaan. 

Bunyi dari Pasal 1 angka 7 undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu  

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban 

yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau 

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 

reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau 

mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan 

tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 

mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”  

Sedangkan bunyi dari Pasal 296 KUHP yaitu  

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 

perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 

menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda 

paling banyak lima belas ribu rupiah”  

Dalam perkara ini terdakwa dan wanita PSK bekerja sama untuk 

mendapatkan keuntungan, terdakwa menjadi mediator bagi wanita PSK 

dalam mencari pelanggan, dan tidak ada unsur pemaksaan.  
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat tema skripsi berjudul 

“ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DI BAWAH 

TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

PROSTITUSI ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 

365/PID.SUS/2018/PN.SMN)” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penyususn 

merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan 

Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn (prostitusi online) sudah sesuai 

dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman?  

2. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan 

Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn sudah sesuai dengan nilai keadilan 

dan kepastian hukum ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman 

dalam putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn sudah sesuai 

dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 
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b. Untuk mengetahui apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman 

dalam putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn sudah sesuai 

dengan nilai keadilan dan kepastian hukum. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Kegunaan teoritis  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada 

umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tindak pidana prostitusi 

online dan tindak pidana perdagangan orang.  

b. Kegunaan praktis  

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan 

dalam menangani masalah tindak pidana prostitusi online dan tindak 

pidana perdagangan orang.  

D. Telaah pustaka 

Sejauh yang dapat ditelusuri, hingga disusunnya penelitian ini sudah 

ada beberapa penelitian serta banyak tulisan yang membahas tema yang 

sama dengan penelitian ini, dimana karya tulis atau penelitian sebelumnya 

dapat dijadikan acuan akademik dalam penelitian ini, diantaranya :  

Pertama, makalah Rohman Ari, yang berjudul “Analisis Hukum 

Mengenai Putusan Hakim Pidana Di Bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
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Kekuasaan Kehakiman”
7
 yang mengkaji tentang kekuasaan kehakiman, 

peranan hakim saat menjatuhkan putusan di bawah tuntutan penuntut umum 

dan teori-teori yang menjadi pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan 

dalam saat-saat tertentu. Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya 

membahas teori-teori yang menjadi pertimbangan hakim saat menjatuhkan 

putusan dibawah tuntutan penuntut umum. 

Kedua, skripsi karya Dita Amelia Permatasari yang berjudul “Dasar 

Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Pidana Bersyarat”
8
 skripsi ini 

mengkaji tentang kewenangan penuntut umum dalam menuntut terdakwa 

dan pengaturan terhadap pidana bersyarat. Sedangkan dalam penelitian ini 

penulis membahas tentang kewenangan penuntut umum dalam memberikan 

tuntutan pada tindak pidana. 

Ketiga, skripsi karya Andika Dwiyadi yang berjudul “Tinjauan 

Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik”
9
 

skripsi ini membahas dan mengkaji faktor-faktor yang menjadikan 

terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik dan bagaimana 

upaya aparat kepolisian dalam menangani kasus prostitusi melalui media 

elektronik. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang 

                                                             
7
 Rohman Ari, “Analisis Hukum Mengenai Putusan Hakim Pidana Dibawah Tuntutan 

Jaksa Penuntut umum Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman”, Makalah Universitas UNIKOM. (Tanpa Tahun).  

 
8
 Dita Amelia Permatasari, “Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Pidana 

Bersyarat”, Skripsi Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2014. 

 
9
 Andika Dwiyadi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media 

Elektronik”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar. 2016. 
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perbedaan tindak pidana prostitusi online dan tindak pidana perdagangan 

orang.  

Keempat, skripsi Nurul Fahmy Andi Langgai yang berjudul 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi 

Kasus Putusan Pengadilan No.1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)
10

 dimana skripsi 

ini membahas tentang dasar hukum dari tindak pidana perdagangan orang, 

unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari UU No. 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang. 

Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas kesesuaian sanksi yang 

diberikan oleh penuntut umum terhadap tindakan dari pelaku perdagangan 

orang. 

Berdasarkan penelusuran penulis di atas belum ada yang membahas 

tentang analisis pertimbangan putusan hakim di bawah tuntutan penuntut 

umum terhadap tindak pidana prostitusi online (studi kasus putusan Nomor 

365/Pid.Sus/2018/PN.Smn). oleh sebab itu penulis perlu mengkaji lebih 

dalam bagaimana pertimbangan hakim atas putusannya yang jauh dibawah 

tuntutan penuntut umum.  

E. Kerangka Teoritik  

1. Teori Penegakan Hukum  

Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum, tujuan dari 

hukum tersebut harus mempunyai nilai moral yang berbentuk keadilan. Nilai 

                                                             
 
10

 Nurul Fahmy Andi Langgai, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (Studi Kasus Putusan No.1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”, Skripsi Universitas Hasanuddin 

Makassar. 2017  
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moral tersebut harus bisa dilaksanakan dalam realita. Karena yang dapat 

dikatakan sebagai hukum apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

dapat terrealisasikan. 

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana di dalam penegakan 

hukum itu sendiri dijamin oleh negara, artinya negara harus menjamin 

terciptanya keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali dalam hal 

penegakan hukum tanpa membeda-bedakan status sosial. Penegakan hukum 

merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus 

memiliki nilai moral berupa keadilan.  

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu 

penyuluhan hukum guna untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi 

dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan 

kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya 

keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan 

perilaku yang taat pada hukum. 

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum 

adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam 

kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup
11

. 

 

                                                             
11

 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI 

Pres, Jakarta, hlm 35. 
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2. Dasar Pertimbangan Hakim  

Putusan hakim merupakan suatu hal yang penting, dimana hakim 

memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :
12

 

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 

b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa 

bersalah dan dapat dipidana. 

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat 

dipidana. 

3. Teori Kekuasaan Kehakiman  

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka,tidak lepas 

dari prinsip pemisahan kekuasaan yang telah dikemukakan oleh John Locke 

dan Montesqueiu .Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak 

memihak, adil, jujur atau netral. Apabila kebebasan penjatuhan putusan 

tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, maka dapat dipastikan tidak akan 

ada sikap netral,terutama dalam sengketa antara wakil rakyat dan rakyat.
13 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan 

kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim 

melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan 

                                                             
12

 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni. 1986), hlm 74.  

 
13

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum 

Progresif,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102. 
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perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha 

menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat,peraturan-

peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman 

yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebasdan tidak 

memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari 

kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam 

memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui 

putusannya.
14

 

Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu 

kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh 

Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat 

diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang 

terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap 

terikat pada peraturan hukum yang ada.  

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-

benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan 

kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa
15

, perbedaan 

antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam 

melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif 

memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang 

                                                             
14

 Arbijoto, Refleksi terhadap Manusia sebagai Homo Religious, Jakarta: Pusdiklat 
MA RI, 2000, hlm. 7. 

15
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika 

Aditama, 2003), hlm. 26-27. 
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berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas 

menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu 

perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim 

harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar. 

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin 

jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada 

pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya 

kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian 

diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang 

bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. Masalah kebebasan 

hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat 

menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu 

perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia 

menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat 

bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa 

disebut dengan doktrin. 

Menurut Andi Hamzah bahwa, dalam hal ini, hakim tidak memihak 

diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim 

tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari 

pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat 

memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti 

kerugian yang tercantum dalam KUHAP.
16
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 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), hlm. 91. 



14 

 

 
 

Hakim dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka 

hakim akan bertindak sebagai berikut: 

a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas 

tinggal menerapkan saja hukumnya.  

b. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan 

menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda 

penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.  

c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang 

mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan 

menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat.  

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya 

semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada 

membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Agar 

supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, 

kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam 

sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan 

lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang 

dipergunakan untuk memutus perkaranya. 

4. Teori Keadilan 

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud keadilan 

hukum (legal justice) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum 

dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini 
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akan ditegaskan lewat proses hukum
17

. Tidak ada definisi yang memuaskan 

tentang arti keadilan. Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris pernah 

berkata bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu 

abadi dan tidak temporal. Bagaimana seorang mengetahui apa itu keadilan, 

padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani”
18

. Namun 

dalam konsep keadilan itu sendiri terkandung makna perlindungan hak, 

persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas 

proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. 

Keadilan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu 

sendiri, disamping kepastian dan kemanfaatan. Keadilan menjadi landasan 

moral hukum dan sekaligus tolak ukur dari suatu sistem hukum positif. 

Hukum  memiliki  fungsi  tidak  hanya  menegakkan  keadilan  tetapi  

juga  menegakkan kepastian  dan  kemanfaatan.  Berbicara mengenai teori 

keadilan, tidak dapat dipungkiri bahwasanya pemikiran dari seorang ahli 

hukum, filsuf hukum sekaligus seorang birokrat dan seorang politisi Jerman 

yang bernama Gustav Radbruch sangat berpengaruh di dunia.  

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 

identitas, yaitu sebagai berikut:
19

 

                                                             
17

 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia,2007), hlm 118. 

 
18

 U. Sholehudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum 

(Malang: Setara Press,2011), hlm 44. 

 
19

 Dwika, Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum, http://hukum.kompasiana.com  diakses 

pada tanggal (15 Juli 2020 Pukul 21.20 WITA) 

http://hukum.kompasiana.com/
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a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut 

yuridis.  

b. Asas keadilan hukum (gerectigheit), Asas ini meninjau dari sudut 

filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di 

depan pengadilan.   

c. Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau 

utility) 

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika 

hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. 

Artinya, meskipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-

masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda antara satu dengan lainnya, 

sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan 

menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut 

(Spannungsverhältnis).  

Oleh sebab itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat 

menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum dikarenakan, nilai keadilan 

juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum itu sendiri. Dalam hal ini, 

keadilan menjadi landasan moral hukum sekaligus tolak ukur sistem hukum 

positif. Oleh karenanya, kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. 

Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi 

hukum yang mana artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang 

tidak pantas menjadi hukum.  
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Ketiga termonilogi yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch sendiri 

haruslah seimbang antara terminologi satu dengan yang lainnya. Apabila 

kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut 

peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai keadilan dan 

kegunaan, karena yang terpenting pada nilai kepastian itu adalah peraturan 

itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan 

berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.   

Begitupula apabila lebih cenderung kepada nilai kegunaan saja, 

maka ia akan menggeser nilai keadilan dan kepatian hukum, karena yang 

terpenting adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau 

berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya apabila hanya berpegang 

kepada nilai keadilan, karena nilai keadilan akan beranggapan bahwa 

apabila sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai 

kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian, ketiga terminologi itu 

harus sebanding agar ketiga nilai tersebut dapat mengusahakan adanya 

kompromi secara proporsional, serasi, seimbang dan selaras antara ketiga 

nilai tersebut.  

Demi  tercapainya  suatu  hukum yang  mengedepankan  keadilan,  

kemanfaatan  dan kepastian  hukum.  Maka  diperlukannya  suatu  peraturan  

perundang-undangan  yang tersusun  dan  tersistematis,  sehingga  tidak ada 

benturan  antara  perundang-undangan yang ada dibawah dan diatasnya. 
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F. Metode Penelitian 

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan baik, penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian 

pustaka (library research) dimaksud untuk mengkaji objek dengan 

menggunakan konsep-konsep atau teori-teori di dalam peraturan perundang-

undangan, literatur, atau dokumen-dokumen. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan 

kejadian yang terjadi. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antar peneliti dan informan, serta objek dan subjek penelitian.
20

 

3. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Yuridis-Normatif. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang 

dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku. 

4. Sumber data 

a. Data primer 

Sumber data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber yang bersangkutan, yaitu Putusan Nomor : 

                                                             
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 3. 
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365/Pid.Sus/2018/PN.Smn wawancara langsung dengan hakim yang 

menangani putusan tersebut dan bahan hukum yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan. 

b. Data sekunder 

Bahan hukum yang bersumber dari buku-buku, tulisan dan penelitian 

hukum yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang 

dan prostitusi online.  

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

prosedur sebagai berikut:  

a. Studi pustaka (library research) 

Serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, serta mengutip 

dari buku-buku dan informasi yang berhubungan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka dalam 

penelitian ini penulisannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Adapun 

sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yakni sebagai 

berikut : 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah dengan memaparkan gagasan-gagasan, selanjutnya dari 

gagasan-gagasan tersebut muncul adanya permasalahan yang dituangkan 

dalam beberapa pokok rumusan masalah. Kemudian terdapat kerangka 
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teoritik yang berfungsi sebagai landasan penulis dalam membangun ide, 

konsep serta teori-teori yang berhubungan dengan penelitian skripsi, dilanjut 

dengan metode penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana penulis 

mengemas skripsi ini yang berkaitan dengan data-data. Terakhir adalah 

sistematika pembahasan yang memaparkan mengenai struktur dari skripsi 

yang akan dibahas kemudian agar pembaca tidak kesulitan dalam mencari 

informasi. 

Bab kedua, dalam pembahasan bab ini memuat penjelasan terkait 

tinjauan umum mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana. 

Bab ketiga, dalam pembahasan bab ini memuat penjelasan mengenai 

gambaran umum dan kedudukan terkait perkara Nomor 

365/Pid.Sus/2018/PN.Smn (prostitusi online). 

Bab keempat, dalam bab ini menguraikan analisis data berdasarkan 

hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam 

penelitian yang menjelaskan tentang pertimbangan putusan hakim terkait 

kasus tindak pidana perdagangan orang dan prostitusi online.  

Bab kelima, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi 

ini dan memuat saran – saran yang ditujukan kepada pihak – pihak yang 

bersangkutan.
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil pemaparan di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan 

pembahasan sebagai berikut: 

1. Pada putusan Pengadilan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn, dalam 

memutus suatu perkara Hakim menimbang menggunakan dasar 

pertimbangan  secara yuridis dan non yuridis. Penyusun menilai bahwa, 

dalam proses menjatuhkan putusan Hakim sudah tepat dengan 

menimbang bedasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. 

Pertimbangan yuridis hakim dalam putusan Nomor 

365/Pid.Sus/2018/PN.Smn berdasarkan fakta hukum yang terungkap 

dalam persidangan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan terpenuhi 

semua unsur Pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam 

dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 296 KUHP. Sehingga tepatlah 

pada putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn menyatakan bahwa 

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana dengn sengaja memudahkan perbuatan cabul orang lain 

oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. 

Selanjutnya mengenai dasar pertimbangan Hakim secara non yuridis. 

Hakim menimbang berdasarkan hal yang memberatkan dan 

meringankan. Benar terdakwa mengakui dengan sadar apa yang telah 

diperbuat, terdakwa mengakui yang dilakukan memang benar sesuai
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dengan dakwaan alternatif ketiga. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, 

terdakwa juga merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa 

masih muda dan masih berstatus mahasiswa dan ingin melanjutkan kuliahnya. 

Berdasarkan hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Hakim penyusun menilai bahwa 

Hakim dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2007 Tentang Kekuasaan kehakiman.  

2. Berdasarkan uraian di atas penyusun menilai bahwa, putusan Hakim 

dalam menjatuhkan sanksi pidana sudah sesuai dengan nilai keadilan 

bagi terdakwa, karena telah terpenuhi semua hak-hak terdakwa, dan 

kemudian terdakwa harus memenuhi kewajibannya dengan memenuhi 

putusan yang dijatuhkan terhadapnya. Selanjutnya dalam putusan Hakim 

Pengadilan Negeri Sleman ini sudah sesuai dengan nilai kepastian 

hukum, yang bersifat jelas, dapat diterima dan dilaksanakan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Analisis 

Pertimbangan Putusan Hakim dibawah Tuntutan Penuntut Umum Terhadap 

Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan Nomor 

365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)” maka penyusun ingin memberikan saran pada 

pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

Adapun saran yang akan disampaikan penyusun yakni, kepada Jaksa 

selaku Penuntut Umum hendaknya lebih teliti dalam Tuntutannya terhadap 

terdakwa, sehingga kedepannya tidak terdapat lagi kesalahan dalam 

tuntutaan. Kemudian selanjutnya, kepada masyarakat untuk mematuhi dan 
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menaati hukum yang berlaku, agar kedepannya tidak terjadi lagi kasus 

tindak pidana yang serupa maupun kasus tindak pidana yang lainnya. 

Kemudian kepada Hakim sebagai penegak hukum yang bertolak ukur pada 

nilai-nilai keadilan, serta asas-asas hukum yang berlaku dalam tatanan 

hukum di Negara ini, diharapkan selalu menjaga kemurnian diri dan 

senantiasa dekat dengan Tuhan. Supaya kedepannya setiap ketukan palu 

yang menandakan terciptanya suatu putusan oleh Hakim, tidak hanya 

menggetarkan ruang peradilan, namun juga menggetarkan hati nurani setiap 

insan serta membawa keadilan bagi para pihak terkait dengan penuh 

keyakinan dan keteguhan tanpa keraguan. 

Selanjutnya kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana harus 

lebih memahami bahwa proses hukum yang berjalan bertujuan untuk 

memberikan efek jera, harapannya agar terdakwa bisa berbenah diri dan 

tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan yang terakhir kepada Saksi 

Korban, meskipun dalam kasus ini tidak dijatuhi hukuman karena 

kedudukannya, namun harus dipahami bahwa kita hidup dalam masyarakat 

yang memiliki norma. Tindakan menjual diri termasuk menyalahi norma 

agama, norma kesusilaan, bahkan norma hukum yang berlaku di 

masyarakat. Dengan adanya peristiwa ini, semoga dapat menjadi pelajaran 

untuk menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya. 
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